Pertanggung Jawaban Hukum Penerbit terhadap Isi Buku Pelajaran yang Terindikasi Pornografi (Ditinjau dari Aspek Keperdataan) by Primipara, A. C. (Ardisetyaning)
1 
 
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENERBIT TERHADAP ISI 
BUKU PELAJARAN YANG TERINDIKASI PORNOGRAFI 
(Ditinjau dari Aspek Keperdataan) 
Ardisetyaning Cynthia Primipara, Ulfa Azizah, S.H.,M.kn, 
M.Hamidi Masykur, S.H.,M.kn. 
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 
Email : Ardicynthia_68@yahoo.com 
 
ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban hukum 
penerbit terhadap isi buku pelajaran  yang terindikasi pornografi ditinjau dari 
Aspek Keperdataan 
Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode 
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case 
approach). Bahan hukum primer, skunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan 
dianalisis dengan menggunakan teknik Interpretasi Gramatikal  (Menurut Bahasa) 
karena membantu memahami teks sebagai aturan hukum yang terikat dengan 
bentuk pertanggung jawaban hukum ditinjau dari Pasal 1365,1366,1367 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata melalui pemahaman bahasa atau susunan kata-
kata yang digunakan. 
Hasil penelitian ini menerangkan bahwa bentuk pertanggung jawaban perdata 
yang dilakukan dari pihak penerbit apabila menerbitkan buku yang terindikasi 
pornografi, ditinjau dari aspek keperdataan yakni Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata adalah penerbit berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas semua buku 
yang telah diterbitkan terhadap pembaca yakni pelajar tingkat sekolah dasar.  
Sehingga seharusnya Pemerintah mencabut izin dari penerbit yang melakukan 
kesalahan dengan menerbitkan buku pelajaran yang terindikasi pornografi pada 
siswa siswi tingkat sekolah dasar , agar penerbit tidak mengulang kembali 
penerbitan buku pelajaran yang terindikasi pornografi. 
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ABSTRACT 
  This study aims to determine the shape of the legal responsibility for the 
contents of the textbook publishers are indicated in terms of aspects of civil 
pornography. 
  Writing this paper uses the method of normative juridical approach law 
(statute approach) and a case approach (case approach) . Primary legal materials , 
secondary , and tertiary obtained by the authors will be analyzed by using 
Grammatical Interpretation ( In English ) because it helps to understand the text as 
a rule of law that is bound to a form of legal liability in terms of Section 
1365,1366,1367 Book of Civil Law through understanding the language or the 
arrangement of the words used. 
 
  These results explained that the civil liability form made from the 
publishers when publishing pornographic books indicated , in terms of civil and 
criminal aspects of the Book of the Law of Private Law is the issuer is obliged to 
pay compensation for all the books that have been published on the student -level 
reader elementary school. 
 
  So the government should revoke the permission of the publisher who 
made a mistake by publishing textbooks indicated pornography on students of the 
primary school level , so that publishers do not repeat the indicated textbook 
publishing pornography. 
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A. PENDAHULUAN 
Maraknya peredaran buku sekolah berbau pornografi yang dijadikan 
sebagai buku bacaan siswa jelas sangat disesalkan. Hal tersebut jelas 
menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran buku-buku sekolah masih 
sangat lemah 
1
. Seharusnya buku-buku tersebut tidak sampai di tangan siswa jika 
pengawasan baik itu oleh pihak pusat, daerah maupun dari pihak guru-guru di 
sekolah dilaksanakan dengan ketat. Namun patut disayangkan, selama ini 
pengawasan terhadap peredaran buku-buku di sekolah masih sangat minim 
dengan alasan berbagai faktor celah peraturan pengadaan buku di sekolah 
membuat para penerbit saling bersaing mendekati pihak sekolah dan guru. 
Tujuannya agar sekolah-sekolah menggunakan buku dari penerbit tertentu, 
praktek gratifikasi ini terjadi karena memang ada ruang yang memungkinkannya. 
Aturan penggunaan buku di sekolah diatur dalam Peraturan Mendiknas Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Buku
2
 telah disebutkan buku pelajaran yang digunakan di 
sekolah harus melalui penilaian terlebih dahulu oleh Badan Standar Nasional 
Pendidikan (BSNP) dan/atau tim ahli yang dibentuk menteri, namun, ada klausul 
di Pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan dalam hal buku yang ingin diadakan sekolah 
belum dinilai BSNP, maka sekolah boleh menentukan buku sendiri. Ini terkait 
juga dengan kewenangan sekolah dalam kurikulum 2006 yang menyebutkan tugas 
guru di antaranya menyusun silabus. Karena guru memiliki hak menyusun silabus, 
guru pun ada kewenangan menentukan buku pelajaran apa yang ingin digunakan 
membuat permasalahan semakin rumit.  
Pada Pasal 4 UU  Ayat 1 No. 44 Tahun 2008  Tentang Pornografi 
menjelaskan: 
“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, 
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 
pornografi yang secara eksplisit memuat, pada huruf (f) yakni pornografi 
anak”. 
 
                                                          
1
      Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Rajawali, Jakarta 1986, hlm 44. 
2
      Riyadi Bangun, 2006, Buku Saku Permendiknas (online), 
http://www.scribd.com/doc/59697528/Buku-Saku-Permendiknas, (13 Desember 2013) 
4 
 
serta, Pasal 29 No. 44 Tahun 2008  Tentang Pornografi menjelaskan sanksi yaitu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau 
pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).” 
Dengan melihat pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan yang mengatur mengenai kewajiban pihak penerbit 
untuk menyerahkan buku sebelum diterbitkan kepada pihak BSNP. Pasal tersebut 
berbunyi : 
Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai 
oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 
 Yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah kasus yang terjadi 
di Kota Bogor dimana Graphia Buana telah diminta untuk segera menerbitkan 
buku pelajaran dikarenakan perubahan kurikulum baru. Hal ini membuat pihak 
editor terburu-buru dalam mengoreksi buku yang diminta dan cara yang dilakukan 
agar buku tersebut dapat segera diterbitkan adalah mengambil sebuah cerita 
pendek dari blog pribadi seorang yang bernama Deddy Tri melalui internet 
dengan judul “anak gembala dan induk srigala”. Cerita pendek tersebut 
sebenarnya menceritakan tentang perjuangan seorang gadis korban pemerkosaan 
yang menghidupi anaknya, yang jelas hal tersebut tidak pantas untuk diberikan 
kepada pelajar tingkat dasar.
3
  
Berdasarkan uraian tentang beredarnya buku pendidikan yang bermasalah 
diatas sudah cukup membuktikan bahwa buku pelajaran berada dalam kondisi 
yang sangat memprihatinkan, hal ini akan menimbulkan keresahan para orang tua, 
guru dan dampak negatif bagi anak-anak itu sendiri. Hal yang paling penting 
sebenarnya adalah seharusnya sebuah buku tidak boleh mengandung materi yang 
                                                          
3
      Ana Shofiana Syatiri, 2013, Disdik Bogor Diminta Tarik Buku Pelajaran SD Bermuatan 
Vulgar (online), http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jokowi-
basuki/read/xml/2013/07/11/1516025/Disdik.Bogor.Diminta.Tarik.Buku.Pelajaran.SD.Bermuatan.
Vulgar, (13 Desember 2013) 
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membahayakan dari sisi ideologi, budaya, religi, dan karakter mulia bangsa 
Indonesia, apalagi buku-buku itu berlabel buku edukasi.
4
 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian dan permasalahan yang timbul dari latar belakang diatas, 
maka dapat ditarik suatu rumusan masalah : Bagaimana bentuk 
pertanggungjawaban hukum penerbit terhadap isi buku pelajaran  yang terindikasi 
pornografi di tinjau dari aspek keperdataan? 
 
C. PEMBAHASAN 
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode 
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case 
approach). Bahan hukum primer, skunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan 
dianalisis dengan menggunakan teknik Interpretasi Gramatikal  (Menurut Bahasa) 
karena membantu memahami teks sebagai aturan hukum yang terikat dengan 
bentuk perlindungan hukum ditinjau dari Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, melalui pemahaman bahasa atau susunan kata-kata yang 
digunakan 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, mak hasil yang ditemukan 
yaitu : 
A. Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Penerbit terhadap Isi Buku 
Pelajaran  yang Terbukti Pornografi ditinjau dari Aspek Keperdataan 
(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, 1366,dan 1367 
tentang Perbuatan Melawan Hukum) 
1. Pasal 1365 KUH Perdata 
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang 
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 
mengganti kerugian tersebut. Didalam pasal ini pihak yang membuat kerugian 
                                                          
4
       Fatta Nanang. 2004. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung : Penerbit Remaja 
Rosdakarya, hlm 39 
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memiliki kewajiban untuk melakukan ganti rugi terhadap perbuatan melanggar 
hukum yang telah dilakukannya. 
 Apabila dikaitkan dengan kasus yang telah diuraikan, maka pihak Graphia 
Buana berkewajiban untuk melakukan ganti rugi terhadap pihak pembeli buku 
tersebut, karena buku yang diterbitkan oleh Graphia Buana menimbulkan 
kerugian bagi pembacanya, karena yang diterbitkan merupakan buku untuk anak 
SD yang ternyata didalamnya terdapat unsur pornografi sehingga kerugian yang 
didapat karena buku tersebut adalah kerugian moral anak bangsa yang tidak 
ternilai nominalnya. 
 Hal ini dianggap merugikan karena sikap atau perilaku seorang anak 
ditentukan pada saat usia dini. Dalam tahapan pendidikan dasar, disitu lah sikap 
dan mental anak mulai terbentuk, sehingga sangat merugikan apabila dalam tahap 
ini anak mendapatkan pelajaran yang kurang pantas untuk diajarkan.
5
 
Perbuatan Penerbit tersebut telah memenuhi usur dari pasal ini, yaitu : 
Unsur perbuatan dapat dilihat pada pihak penerbit yang melakukan perbuatan 
menerbitkan sebuah buku yang terindikasi pornografi. 
Unsur kesalahan yang dilakukan oleh oleh Penerbit adalah memasukan artikel 
yang terindikasi pornografi didalam buku pelajaran SD. 
Unsur kerugian yang diderita karena hal ini adalah kerugian immaterial yaitu 
berupa dapat merusak moral anak-anak pada pendidikan tingkat dasar. 
Didalam kasus ini juga terdapat hubungan kausalitas antara kesalahan dan 
kerugian. Maksudnya, karena kesalahan yang dilakukan oleh penerbit tersebut 
mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak pembaca terutama bagi anak-anak, 
sehingga penerbit dapat dimintai tanggung jawab terhadap apa yang telah 
diperbuatnya yang menyebabkan kerugian. 
 
2. Pasal 1366 KUH Perdata 
Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan 
perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang 
hati-hatinya. 
                                                          
5
      Windradini, Soesilo, Psikologi Perkembangan Masa Remaja, Usaha Nasional, Surabaya, 
1988, hlm 32 
7 
 
Apabila dikaitkan dengan kasus maka, penerbit terbukti telah lalai dimana 
pihak editor tidak teliti dalam mengedit teks buku pelajaran ketika mengambil 
cerita pendek dari sebuah blog pribadi melalui media internet yang ternyata 
mengandung konten dewasa. Dedy Tri Riyadi, penulis cerpen "Anak Gembala dan 
Induk Serigala" menegaskan bahwa cerpen yang ia unggah diblog pribadinya itu 
bukanlah cerita pornografi, melainkan mengenai kisah seorang perempuan korban 
pemerkosaan, yang kemudian hamil dan berjuang menghidupi anaknya. Ia 
menolak apabila disebut menggunakan kata-kata vulgar dan porno dalam cerpen 
tersebut karena pemerkosaan dan pelacuran itu hal yang faktual terjadi. Hal yang 
menjadi masalah adalah cerpen tersebut dimuat dalam buku pelajaran SD, yang 
seharusnya editor dan penyusun buku itu bisa melihat cerita ini tidak sesuai untuk 
anak kelas 6 SD .Penerbit jelas melakukan kesalahan yakni buku itu tidak 
melewati proses penilaian layak atau tidaknya untuk dipergunakan di ruang 
lingkup anak sebagai buku penunjang, jadi penerbit secara langsung mendatangi 
sekolah-sekolah dengan mengiming-imingi sejumlah kompensasi. 
6
 
Untuk itu sangat tidak pantas apabila masuk dalam ruang lingkup anak dengan 
pendidikan dasar, sehingga sangat mengganggu pola pikir anak dalam 
pembentukan karakter kpribadian yang baik. 
 
3. Pasal 1367 KUH Perdata 
Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan  
perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang dsebabkan perbuatan orang-
orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang 
berada dibawah pengawasannya. 
Mengenai pasal 1367 apabila dikaitkan dengan kasus yang telah disebutkan di 
atas, maka penerbit dalam hal ini bertanggung jawab atas buku yang 
diterbitkannya. Buku tersebut kedudukannya berada dibawah pengawasan 
Penerbit, sehingga penerbit harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang 
disebabkan oleh buku tersebut. Karena alasan itu lah maka Penerbit dapat dimintai 
                                                          
6
      Ihsan, 2011, Prinsip Pertanggung Jawaban Hukum(online),  
http://pendidikan.blogspot.com/ /prinsip-pertanggungjawaban-dalam-hukum.html, (22 Desember 
2013) 
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pertanggung jawaban atas buku pelajaran SD yang mengandung pornografi 
tersebut. 
Dalam hal ini sebenarnya pihak sekolah terutama Kepala Sekolah juga 
bertanggung jawab terhadap masuknya buku ke dalam lingkungan sekolah. 
Kepala sekolah memiliki peran dalam memutuskan menerima atau menolak 
literatur-literatur atau buku-buku pelajaran yang dianggap tidak memenuhi standar 
nasional pendidikan dan berhak menolak pihak penerbit yang dengan sengaja 
langsung menawarkan buku-buku tersebut kepada pihak sekolah tanpa terlebih 
dahulu melewati tahapan proses uji seleksi kelayakan buku.
7
 Kepala sekolah 
dilarang menerima suap dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pihak penerbit 
demi untuk meloloskan buku-buku pelajaran tersebut.
8
 
Selain Kepala Sekolah, Guru juga memiliki peranan yang penting dalam hal 
memasukkan buku ke dalam lingkungan sekolah. Dalam hal belajar mengajar, 
hendaknya guru memiliki pondasi literatur yang relevan dan kuat sehingga 
kegiatan pembelajaran semakin berkualitas yaitu buku-buku penunjang 
pembelajaran yang memenuhi standar nasioanal pendidikan sehingga dapat 
memberikan pengaruh positif kepada seluruh peserta didik.
9
 Guru juga wajib 
memegang teguh dan melaksanakan kode etik yang telah ditetapkan dan guru 
tidak boleh menggunakan literatur-literatur seperti buku-buku pelajaran yang 
tidak memenuhi standar nasional pendidikan sebagai bahan-bahan ajaran dalam 
kegiatan pembelajaran dan dilarang menerima suap dari pihak-pihak penerbit 
buku yang memiliki tujuan agar buku-buku yang ditawarkan membuat guru 
tertarik untuk dikonsumsi untuk dibagikan kepada seluruh peserta didik tanpa 
terlebih dahulu mengerti seluruh isi buku-buku tersebut atau situasi paling buruk, 
dan yang sangat disayangkan meskipun seorang guru sudah mengerti bahwa isi 
                                                          
7
      Idris, Jamaludin, Kompilasi Pemikiran Pendidikan, Suluh Pres, Jogjakarta, 2005, hlm 36 
8
      Hamalik Oemar, Proses Belajar Mengajar, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm 23 
9
      Anne Mahira, 2011, Peran Guru dalam Proses Pembelajaran (online) http://panduan 
guru.com /peran- guru- dalam-proses -pembelajaran-guru-sebagai-pendidik-dan-pengajar/, (23 
Desember 2013) 
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yang terdapat di buku tersebut tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan 
tetapi tetap dikonsumsi.
10
 
Untuk itu, dengan adanya buku pelajaran dengan judul “anak serigala dan 
induk gembala” yang didalam buku tersebut terbukti terdapat konten-konten yang 
mengandung pornografi, sehingga peredaran buku itu telah di tarik oleh pihak 
dinas pendidikan kota Bogor dan ternyata unit-unit buku pelajaran tersebut telah 
beredar dengan cukup luas di kota Bogor yaitu sudah tersebar di SDN Polisi IV 
dan SD Gunung Gede. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor bernama Ibu Fetty 
Qadariyah mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan himbauan berupa surat 
kepada seluruh Kepala Sekolah SD yang khususnya ada di kota Bogor agar 
membantu dalam penarikan unit buku-buku pelajaran tersebut. Fetty mengaku 
dinas pendidikan hanya menyeleksi buku pelajaran utama yang diberikan kepada 
anak-anak sekolah, sementara bahasa Indonesia untuk kelas VI yang memuat 
cerita berunsur pornografi itu merupakan buku tambahan. 
11
Seharusnya sebelum 
buku tersebut dikonsumsi atau digunakan oleh seluruh murid SD, seluruh kepala 
sekolah dan guru yang diberikan tugas mengajar bidang pelajaran yang telah 
diberikan, harus membaca buku-buku tersebut terlebih dahulu guna supaya pihak 
sekolah mengerti apa yang akan diajarkan kepada murid-murid sekaligus 
melakukan proses penyeleksian tahap akhir apakah buku-buku pelajaran tersebut 
layak untuk diberikan kepada murid-murid atau tidak. 
Terdapat suatu kejanggalan didalam proses pendistrbusian buku pelajaran 
tersebut kepada sekuruh pihak sekolah dasar. Penulis memperoleh fakta yang 
terjadi dilapangan bahwa pihak penerbit juga memiliki cara untuk meloloskan 
buku-buku pelajaran tersebut agar bisa diterima oleh pihak sekolah. Dan lebih 
parah lagi, ternyata pihak penerbit juga telah melakukan perjanjian khusus kepada 
                                                          
10
      Soetarno, Dasar-Dasar Interaksi Belajar Mengajar, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hlm 28  
11
      Ali, 2013, Kemendikbud Harus Awasi Penerbitan (online) http://www.tribunnews.com 
/metropolitan /2013/07/11/buku-sd-berbau-porno-kemendikbud-harus-awasi-penerbitan, (25 
Desember) 
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pihak dinas pendidikan untuk meloloskan buku-buku pelajaran yang tidak 
memenuhi standar nasional.
12
 
Pihak penerbit dan penyalur buku-buku pelajaran tersebut telah melakukan 
aktifitas lobbying kepada dinas pendidikan dan seluruh pihak sekolah yaitu 
dengan memberikan iming-iming hadiah-hadiah yang mewah seperti diberikannya 
hadiah perjalanan berlibur keluar negeri dan mengurus akomodasi dan segala 
sesuatu yang dibutuhkan oleh target selama perjalanan liburan tersebut, 
memberikan fasilitas perjanjian bagi hasil 30% hingga 50%  dan memberikan 
berbagai hadiah-hadiah mewah lainnya yang bertujuan agar buku-buku yang 
sebetulnya tidak memenuhi standar kualitas nasional tetap dapat lolos dalam tahap 
uji seleksi kelayakan buku dan akhirnya dapat digunakan oleh seluruh sekolah 
dasar. Terdapat aturan-aturan dalam penggunaan buku di sekolah yaitu diatur 
dalam Peraturan Mendiknas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku. Telah disebutkan 
buku pelajaran yang digunakan di sekolah harus melalui penilaian terlebih dahulu 
oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan/atau tim ahli yang dibentuk 
menteri. BSNP adalah lembaga mandiri, profesional dan independen yang 
mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan dan melakukan 
proses evaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan. BSNP didukung oleh 
sebuah secretariat yang secara ex official diketuai oleh pejabat kemdikbud yang 
ditunjuk oleh Mendikbud. Adapun tugas dan kewenangan BSNP yaitu :
13
 
1. Mengembangkan standar nasional pendidikan.. 
2. Menyelenggarakan ujian nasional. 
3. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. 
4. Merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan 
dasar dan menengah. 
5. Menilai kelayakan isi,bahasa,penyajian dan kegrafikan buku teks 
pelajaran. 
                                                          
12
      Cahyo, 2013, Penerbit Siap Merevisi 
(online)http://www.timlo.net/baca/68719503665/buku-pelajaran-berbau-porno-penerbit-penulis-
siap-merevisi/, ( 26Desember 2013) 
13
      Ibid, hlm 3 
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Dari kelima poin tentang tugas dan kewenangan BSNP yang telah dijelaskan 
diatas, poin yang paling berkaitan adalah nomor 5 yaitu tentang tes uji kelayakan 
seluruh komponen penting didalam sebuah buku pelajaran. Namun jika dilihat 
dari klausul di Pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan dalam hal buku yang ingin 
diadakan sekolah belum dinilai BSNP, maka sekolah boleh menentukan buku 
sendiri. Ini terkait juga dengan kewenangan sekolah dalam kurikulum 2006 yang 
menyebutkan tugas guru di antaranya menyusun silabus. Karena guru diberi hak 
menyusun silabus, guru pun diberi kewenangan menentukan buku pelajaran apa 
yang ingin digunakan.hal ini yang bikin rusak karena penerbit langsung ke 
sekolah menawarkan buku ke pihak sekolah, 
Dengan fenomena tersebut, dapat diberikan penilaian bahwa ternyata dunia 
pendidikan di Negara Indonesia ternyata masih sangat lemah. Hal ini ditandai 
dengan pihak dinas pendidikan yang ternyata tidak menggunakan kode etik yang 
seharusnya dipegang teguh dan seluruh kepala sekolah dasar berserta seluruh guru 
bidang bahasa Indonesia juga tidak memiliki kredibilitas yang maksimal dan  
kode etik sebagai pengajar juga tidak dipegang teguh dan diterapkan di dalam 
dunia pendidikan 
Pihak dinas pendidikan,kepala sekolah dan seluruh guru bidang pengajaran 
bahasa Indonesia tidak transparan dalam menyeleksi buku-buku yang seharusnya 
tidak memenuhi standar nasional pendidikan tetapi tetap didistribusikan kepada 
seluruh sekolah dasar karena pihak-pihak tersebut lebih mementingkan sebuah 
kerjasama bisnis yang menguntungkan dan meningkatkan kualitas dalam segi 
kehidupan secara materi dan kepuasan batin masing-masing pihak tersebut 
daripada mementingkan nasib perkembangan positif kualitas bahan-bahan 
pelajaran yang nantinya akan berpengaruh penting dalam tumbuh kembang pola 
pikir dan wawasan seluruh murid terutama ditingkat SD karena mengingat  bahwa 
murid-murid tersebut adalah generasi penerus bangsa Indonesia yang nantinya 
akan meneruskan pembangunan Negara Indonesia dalam hal positif demi 
kemajuan perkembangan bangsa Indonesia. Hal-hal buruk tersebut harus cepat 
ditangani agar murid-murid sekolah dasar tidak tumbuh menjadi generasi yang 
tidak memiliki moral dan akal pikiran positif tetapi wajib menjadikan generasi 
penerus ini menjadi generasi yang memiliki jiwa intelektual dan berperilaku 
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positif agar nantinya dapat denga mudah diterima di seluruh elemen masyarakat 
dan lingkungan positif. 
Kasus buku pelajaran berkonten porno dari Penerbit Graphia Buana jelas 
menyinggung-nyinggung editornya, editor banyak sekali disalahkan dalam 
masalah ini karena kurangnya ketelitian yang dimiliki. Editor banyak tergelincir 
biasanya karena kasus kelemahan dan kegagalan editing pada poin ketelitian data 
dan fakta serta poin  legalitas dan kesopanan. Fokus editing ada tujuh:  
14
 
1) keterbacaan dan kejelasan; 
2) konsistensi; 
3) tata bahasa; 
4) kejelasan gaya bahasa; 
5) ketelitian data dan fakta; 
6) legalitas dan kesopanan; 
7) rincian produksi. 
Poin nomor 5 dan 6 lah yang sensitif jika mengandung kesalahan 
dibandingkan poin lain seperti bahasa atau konsistensi. Banyak faktor yang 
ditengarai bisa menjadi penyebab adanya para editor yang melakukan kesalahan. 
Ada faktor kelelahan juga manakala penerbit tidak memperhatikan pekerjaan yang 
dibebankan kepada editor dan deadline yang ditetapkan. Bukan rahasia lagi jika di 
sebuah penerbit buku pelajaran yang hanya memiliki editor minim, para editor itu 
diberi tugas mengedit 2-3 judul buku untuk dikerjakan secara simultan. Di satu 
sisi kemampuan mereka sangatlah minim untuk melakukan 2-3 pekerjaan 
sekaligus. 
Editor buku bermasalah dari Graphia Buana itu juga mengedit buku PPKn, 
IPA, dan Matematika untuk SD, editor yang melakukan hal ini sendirian dengan 
berbagai objek editing yang berbeda dari bahasa ke sosial dan dari sosial ke sains. 
15
Kedua, bisa juga faktor nonteknis yang juga dapat ditemukan pada editor yang 
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bekerja. Contohnya, bentrok dengan teman sekantor, impitan ekonomi, adanya 
pekerjaan lain di luar kantor. Hal ini kadang mengganggu konsentrasi si editor dan 
bisa berakibat fatal pada hasil editing. Karena itu, dalam banyak kasus, 
memberlakukan editing silang untuk menjaga kualitas editing dan para kabag 
editor (managing editor) harus melakukan lagi pemeriksaan hasil pekerjaan editor 
di bawahnya. 
 Editing adalah sebuah ilmu sekaligus seni bagaimana menyajikan sebuah 
tulisan/naskah menjadi nyaman dibaca sekaligus aman buat pembaca sasarannya. 
Dalam hal ini tentulah diperlukan pendidikan bagi seorang editor pemula di 
bidang publishing science dan editologi. Hal lain bahkan editor itu pun semestinya 
bisa menulis buku. Memandang remeh  hal ini bagi penerbit sering berbuah 
celaka, salah satunya adalah kasus buku pelajaran berkonten tidak tepat yang 
berkali-kali terjadi. Profesi editor sepertinya rentan mendapatkan celaan karena 
sebenarnya editor tersebut belumlah layak disebut editor. Namun, para penerbit 
memaksakan mereka bisa menjadi editor tanpa latar belakang wawasan editorial 
sedikit pun. 
Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) mulai menggencarkan pelatihan untuk para 
editor. Namun, tingkat partisipasi penerbit anggotanya masihlah kecil untuk mau 
mengirimkan editornya berlatih dan mendapatkan ilmu editing yang standar. 
Namun, pada setiap musyarawah kerja sering didengungkan pentingnya 
pendidikan untuk para editor, tetapi giliran pendidikan dan pelatihan itu sudah ada 
dan para penerbit memang harus berinvestasi untuk itu, kebanyakan enggan 
melakukannya. Tentulah lebih baik jika di dalam suatu penerbit terdapat editor 
senior sehingga ia bisa mengadakan pelatihan internal di penerbitnya untuk para 
editor pemula. Namun, kebanyakan penerbit memang tidak memiliki sistem 
pendidikan dan pelatihan seperti ini untuk editornya. Editor-editor yang direkrut 
dibiarkan berkembang begitu saja tanpa perlu dibina. 
16
 
Segera diberlakukannya UU Perbukuan Nasional merupakan sesuatu yang 
sangat penting dan diharapkan, namun juga perlu memikirkan standar kompetensi 
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sehingga seseorang layak disebut editor dan bagaimana penerbit memahami 
profesi ini dalam pengaturan pekerjaannya. Sah-sah saja penerbit itu berburu 
tenggat (deadline) karena momentum tertentu dan mendesak editornya bekerja 
secepat mungkin. Hal ini biasa dilakukan tetapi penerbit perlu melihat kompetensi 
editornya dengan melihat apakah ia bisa bekerja cepat tanpa cacat atau ia akan 
merasa rumit sehingga mengambil jalan pintas asal jadi. Memaksakan editor 
pemula untuk bekerja layaknya editor terlatih adalah sebuah keputusan fatal yang 
dapat melahirkan kesalahan fatal.  
Adanya pertanggungjawaban dan sanksi yang tegas terhadap pihak penerbit, 
editor dan penulis naskah amat sangat diperlukan terhadap adanya suatu kasus 
permasalahan beredarnya buku pelajaran sekolah dasar di Bogor berisi materi 
porno dinilai membahayakan perkembangan para siswa. Lemahnya peraturan 
tentang buku membuat pihak penerbit atau penulis buku sulit dipidanakan. 
Termuatnya sebuah cerita pendek berjudul "Anak Gembala dan Induk Serigala” 
dalam buku pelajaran Aku Senang Belajar Bahasa Indonesia untuk SD dan MI 
kelas 6 disusun oleh Ade Khusnul dan M. Nur Arifin ini diterbitkan oleh CV 
Graphia Buana, penerbit buku yang beralamat di Jl. Tumenggung Wiradiredja, 
Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, dimana didalamnya terdapat 
ketidaksesuaian kalimat yang dipakai untuk kalangan peserta didik di Sekolah 
Dsar. Sekalipun pada dasarnya pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah 
menerima laporan mengenai hal ini dan akan segera menyelidiki lebih lanjut 
dengan meminta pihak penerbit CV Graphia Buana untuk meminta klarifikasi, dan 
himbauan dari berbagai pihak pun menyatakan agar sekolah harus terlebih dahulu 
berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan dalam menentukan perlunya digunakan 
buku tambahan yang telah lulus uji materi dari tim sekolah agar tidak 
menimbulkan keresahan.  
Kewenangan yang dimiliki oleh BSNP sebagaimana diatur dalam PP 19 
tahun 2005 mencakup; 
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a. mengembangkan standar nasional pendidikan 
b. menyelenggarakan ujian nasional 
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c. memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah  
dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan 
d. merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah. 
Standar Nasional Pendidikan terdiri dari: 
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1.      Standar Isi  
Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan 
dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi 
mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik 
pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 
2.      Standar Proses 
Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar 
kompetensi lulusan. 
3.      Standar kompetensi Lulusan  
Adalah kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. 
4.      Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan 
dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 
5.      Standar Sarana dan Prasarana 
Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 
dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat 
beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat 
berkreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses 
pembelajaran, termasuk pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. 
6.      Standar Pengelolaan 
Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pandidikan pada tingkat 
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satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi 
dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 
7.      Standar Pembiayaan Pendidikan 
Standar pembiayaan pendidikan adalah  standar yang mengatur komponen dan 
besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 
8.      Standar Penilaian Pendidikan  
Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 
dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 
Standar Pendidikan Nasional digunakan sebagai acuan pengembangan 
kurikulum,tenaga kependidikan,sarana dan prasarana, pengelolaan dan 
pembiayaan.  
Adapun fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan, Menurut PP 19/2005 
: 
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1.      Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan 
berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan 
global (Pasal 2 Ayat 3) 
2.      Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan 
nasional yang bermutu (Pasal 3) 
3.      Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat (Pasal 4) 
Pendidikan yang berkualitas merupakan hasil dari proses pendidikan yang di 
dalamnya terjadi interaksi secara optimal, efektif, dan efisien antara komponen 
pendidikan. Hal inilah yang menjadi tujuan standarisasi pendidikan atau standard 
pendidikan nasional. Pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan 
sebagai penerus bangsa maka pendidikan harus berkualitas. Idealnya pendidikan 
yang berkualitas  mampu untuk mendorong semangat invention (penemuan hal-
hal baru) dan semangat innovasi (melakukan perubahan yang positif). Jika 
komponen pendidikan berkualitas maka pendidikan pun akan berkualitas. 
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Pendidikan yang berkualitas terjadi hubungan antar komponen scara efektif. 
Kurikulum yang sesuai dengan keadaan jaman dan mampu meningkatkan mutu 
peserta didik atau lulusan. Kurikulum saat ini yaitu KTSP yang menjadi 
perdebatan banyak pihak. Kurikulum yang baik mampu menyesuaikan dengan 
perubahan seperti dalam era globalisasi saat ini. Selain kurikulum faktor pendidik 
harus berkualitas, tenaga kependidikan yang bersesuaian atau berdasarkan dengan 
kompetensi yang dimiliki sehingga dalam proses belajar tidak terjadi kesalahan 
dan penyelewengan.  
Standarisasi menjadi pedoman untuk meningkatkan mutu pendidikan, 
pengawasan menjadi diperkuat agar pelaksanaan dari standarisasi sesuai tujuan 
yang akan dicapai yaitu pendidikan yang berkualitas. Standar pendidikan 
ditentukan oleh pemerintah (BSNP), setelah itu akan diterapkan pada masyarakat 
atau sekolah sebagai tempat terjadinya belajar mengajar. Dalam perjalanan atau 
pelaksanaannya membutuhkan pengawas untuk memonitoring proses 
implikasinya supaya terjadi sinkronisasi dari pemerintah kepada pemerintah 
tingkat bawahnya hingga di dalam sekolah. Pengawasan dperkuat guna mencapai 
tujuan standarisasi pendidikan yang kemudian meningkatkan kualitas pendidikan. 
Kepengawasan merupakan kegiatan atau tindakan pengawasan dari seseorang 
yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan pembinaan dan 
penilaian terhadap orang dan atau lembaga yang dibinanya. Seseorang yang diberi 
tugas tersebut disebut pengawas atau supervisor. Dalam bidang kependidikan 
dinamakan pengawas sekolah atau pengawas satuan pendidikan. Pengawasan 
perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara 
berkesinambungan pada sekolah yang diawasinya. 
Indikator peningkatan mutu pendidikan di sekolah dilihat pada setiap 
komponen pendidikan antara lain: mutu lulusan, kualitas guru, kepala sekolah, 
staf sekolah (Tenaga Administrasi, Laboran dan Teknisi, Tenaga Perpustakaan), 
proses pembelajaran, sarana dan prasarana, pengelolaan sekolah, implementasi 
kurikulum, sistem penilaian dan komponen-lainnya. Ini berarti melalui 
pengawasan harus terlihat dampaknya terhadap kinerja sekolah dalam 
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meningkatkan mutu pendidikannya. 
20
Itulah sebabnya kehadiran pengawas 
sekolah harus menjadi bagian integral dalam peningkatan mutu pendidikan, agar 
bersama guru, kepala sekolah dan staf sekolah lainnya berkolaborasi membina dan 
mengembangkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan seoptimal 
mungkin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku 
tidak menyebut secara jelas sanksi bagi para pelanggar juga  tidak secara tegas 
disebutkan hukuman apa yang bisa dijatuhkan pada penerbit dengan buku tidak 
layak. Dalam pasal yang mengatur tentang sanksi di Peraturan Menteri hanya 
disebutkan penerbit, distributor, dan/atau pengecer yang melanggar ketentuan 
dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan. "Dan ini yang memang disayangkan, tidak ada dasar hukum untuk 
memidanakan, misalnya untuk penulis buku. Dari Puskurbuk sendiri sanksi 
maksimal yang bisa dilakukan hanya mem-blacklist penulis, editor, dan penerbit.  
Berdasarkan analisa yang telah dilakukan oleh penulis, maka dalam aspek 
keperdataan pun telah diatur mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana 
diatur dalam pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
sehingga mengeni bentuk pertanggung jawaban perusahaan penerbit yang terbukti 
meloloskan dan mendistribusikan unit buku-buku pelajaran dengan konten 
pornografi yakni pihak Graphia Buana berkewajiban untuk melakukan ganti rugi 
terhadap pihak pembeli buku tersebut, karena buku yang diterbitkan oleh Graphia 
Buana menimbulkan kerugian bagi pembacanya, mengingat yang diterbitkan 
merupakan buku untuk anak SD yang ternyata didalamnya terdapat unsur 
pornografi sehingga kerugian yang didapat karena buku tersebut adalah kerugian 
moral anak bangsa yang tidak ternilai nominalnya. Hal ini dianggap merugikan 
karena sikap atau perilaku seorang anak ditentukan pada saat usia dini. Dalam 
tahapan pendidikan dasar, disitu lah sikap dan mental anak mulai terbentuk, 
sehingga sangat merugikan apabila dalam tahap ini anak mendapatkan pelajaran 
yang kurang pantas untuk diajarkan. 
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D. PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pertanggung jawaban yang dilakukan yaitu dengan penerbit berkewajiban 
untuk melakukan ganti rugi terhadap pihak pembeli buku Graphia Buana, 
karena buku yang diterbitkan oleh Graphia Buana menimbulkan kerugian 
bagi pembacanya dalam hal ini pelajar tingkat sekolah dasar sebagai pihak 
paling dirugikan (kerugian immateriil) 
B. Saran 
1. Penulis merekomendasikan agar Pemerintah mencabut izin dari penerbit 
yang melakukan kesalahan dengan menerbitkan buku pelajaran yang 
terindikasi pornografi pada siswa siswi tingkat sekolah dasar , agar 
penerbit tidak mengulang kembali penerbitan buku pelajaran yang 
terindikasi pornografi. 
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